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Abstrak  

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Jual Beli Saham., Bagaimana 
Keabsahan Jual Beli Saham. Serta untuk mengetahui Langkah Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan. 
Jenis penelitian dalam jurnal ini ialah yuridis Normatif. Pengaturan jual beli saham diatur dalam undang – undang 
nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan KUHPerdata serta undang – undang lainnya. Keabsahan Jual 
Beli Saham ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual 
beli sedangkan saham diatur dalam pasal 40,41,42, dan 43 KUHD. Penyelesaian sengketa jual beli saham 
perusahaan ialah diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni secara musyawarah dan penyelesaian melalui jalur 
peradilan. 
Kata Kunci: Jual Beli; Saham; Sengketa. 

 
Abstract  

The purpose of this research is to Know the Arrangements About Buying and Selling Shares, How Legitimate Selling 
and Selling of Shares. As well as to find out the Step in Settlement of Sales and Purchase Dispute of Company Shares 
This type of research in this journal is Normative Juridical. Arrangements for buying and selling of shares are 
regulated in law number 40 of 2007 concerning limited liability companies and the Civil Code and other laws. The 
validity of the Sale and Purchase of Shares is in accordance with the applicable regulations stipulated in Article 1457 
of the Civil Code regarding the sale and purchase of shares while the shares are regulated in articles 40.41.42, and 43 
KUHD. Settlement of disputes over the sale and purchase of company shares is resolved through 2 (two) channels, 
namely through deliberation and settlement through judicial channels. 
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi perkembangan ekonomi semakin bertumbuh pesat terbukti dengan  

sangat banyak ditemukan pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum.Pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), 

yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga halnya dengan keberadaannya PT 

juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(Desriyana & Hasibuan, 2017 ; Simanjuntak Dkk, 2017).  

PT merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembagannya dan paling lengkap dilihat 

dari segi pengaturannya. Pada awalnya PT diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 Wetboek Van 

Koophandle atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam 

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 613 Ayat (3) 

tentang saham tunjuk. Mengingat perkembangan praktek usaha yang berbentuk  PT atau 

Naamlooze Vennootschap sangat cepat dan peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak 

dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk PT, maka pemerintah merasa perlu 

untuk membuat pengaturan baru tentang PT. (Harahap Dkk, 2019 ; Munthe Dkk, 2020).  

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi 

dapat diabaikan.Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai 

salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang 

tidak dapat ditawar-tawar. (Sitompul & Siregar, 2014 ; Marlina & Isnaini, 2011). Praktik bisnis 

yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, 

distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan 

dari kehadiran PT. (Binoto Nadapdap, 2007). 

Aktifitas usaha yang berbentuk PT berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan 

Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan  likuidasi PT. 

Aktifitas-aktifitas  PT  tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama yaitu KUHD 

ataupun dalam KUHPerdata, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-

hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas PT  tersebut sangat penting 

demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk PT, karena apabila pengaturan tentang 

praktek-praktek PT  tidak diatur secara jelas  akan  menimbulkan  masalah terhadap iklim usaha 

di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan PT, dan 

pengambilalihan (likuidasi). 

Lahirnya atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-

syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.Karena banyak peluang usaha dan semakin 

dimudahkan untuk melakukan perizinan.Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai 

kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga 

sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri 

maupun bagi pemegang sahamnya. (Sandrawati Dkk , 2019 ; Hikmah Dkk, 2019). 

Suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah 

memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Dengan telah diperolehnya  status badan hukum tersebut, para pendiri PT tidak lagi 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan 

tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah 

diambilnya.(Herlien Budiono,2007) 

Peralihan atas saham berpengaruh kepada anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan. 

Setelah terjadi peralihan maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dengan 

menuliskan nama pemegang saham baru dan mengeluarkan nama pemegang saham lama dari 

anggaran dasar. perubahan anggaran dasar yang baru dengan susunan pemegang saham baru 
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tersebut harus disampaikan pemberitahuan kepada Kementrian Hukum dan HAM guna 

mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya tiga puluh hari. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemegang saham yang akan 

melakukan pengalihan terhadap sahamnya adalah: 

1. Pemegang saham penjual terlebih dahulu memberitahukan kepada perusahaan; 

2. Mendapat persetujuan dari organ perseroan yang lain. Tenggang waktu memperoleh 
persetujuan selama 90 (sembilan puluh) hari, jika dalam tenggang waktu tersebut organ 
perseroan yang lain tidak memberikan jawaban maka organ perseroan dianggap telah 
menyetujui; 

3. Pemegang saham penjual terlebih dahulu harus menawarkan sahamnya kepada pemegang 
saham lain, jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak ada yang 
bersedia membeli maka dapat menawarkan kepada pihak lain; 

4. Dibuat dalam sebuah akta pemindahan hak, baik dibuat di hadapan notaris atau akta bawah 
tangan; 

5. Akta tersebut disampaikan secara tertulis kepada perseroan; 

6. Direksi melakukan pencatatan; 
Direksi mengirim surat pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada 

menteri selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan oleh direksi, jika dalam 

waktu tersebut tidak dilakukan maka Menteri harus melakukan penolakan; 

Peralihan atas saham berpengaruh kepada anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan. 

Setelah terjadi peralihan maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dengan 

memasukan nama pemegang saham baru dan mengeluarkan nama pemegang saham lama dari anggaran 

dasar. Nah, perubahan anggaran dasar yang baru dengan susunan pemegang saham baru tersebut harus 

disampaikan pemberitahuan kepada Kementrian Hukum dan Ham guna mendapatkan pengesahan 

selambat-lambatnya tiga puluh hari. 

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang 

dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan 

dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang 

tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang 

tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak 

diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat 

oleh pembeli yang normal. 

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut; pertama, 

Bagaimana Pengaturan Tentang Jual Beli Saham?. Kedua, Bagaimana Keabsahan Jual Beli Saham?. 

Ketiga, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan? 

Adapun tujuan dari penelitian lakukan berdasarkan permasalahan di atas adalah untuk 

mengetahui pengaturan tentang jual beli saham, untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual 

beli saham. dan untuk mengetahui langkah penyelesaian sengketa jual 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis Normatif  yaitu metode 

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 

sepertiperaturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga 

berupa pendapat para sarjana ( M. Iqbal Hasan, 2002). 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian Pustaka (Library Research) 
 Dalam penelitian pustaka yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan 

seperti buku-buku, karangan-karangan ilmiah, serta pendapat-pendapat para sarjana. Adapun 
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dalam metode peneltian hukum normatif terdapat tiga macam teknik dalam pengumpulan data 

penelitian pustaka yaitu: 

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang 
oleh para sarjana. 

2. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-
kaidah hukum, peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi 
Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan menteri. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berkaitan dengan penulisan ini yang memberi 
petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti 
jurnal hukum, karya ilmiah, website, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. 

b. Penelitian Lapangan (Field research) 
 Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui 

: 

1. Pengamatan langsung (Observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi 
untuk memperoleh data yang diperlukan. 

2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.Pedoman wawancara 
dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur, yaitu wawancara dilakukan dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah 
disusun. 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan 
dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen- dokumen dimiliki oleh pemiliki akun 
yang telah dipublikasikan 
Sifat  penelitian  yang saya ambil adalah secara  deskriptif  analisis  yang mana saya akan 

memberikan data  yang seteliti mungkin untuk dilakukannyaPenelitian pada Putusan Nomor 

13/PDT/2016/PT.Mdn serta mengambil  beberapa  datawawancara di pengadilan tinggi medan 

dan menganalisis  putusan tersebut yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi ini. 

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang  

menekankan  pada pemahaman mengenai masalah-masalah  dalam  kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang  holistis, kompleks dan  rinci. (Syamsul 

Arifin, 2012). 

 Data kualitatif  yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis 

untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan Jual Beli Saham 

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUHPerdata) 

namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan 

perbuatan hukum , yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa 

(berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang orang yang tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang diletakkan dibawah 

pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdata Tentang syarat sahnya 

perjanjian)  

Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum 

perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), 
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asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad 

baik (good faith), dan asas kepribadian (personality). 

Di samping kelima asas yang telah diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan 

yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman 

RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum 

perikatan nasional (BPHN, 1985:21). Kedelapan asas tersebut adalah: asas kepercayaan, asas 

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, 

asas kebiasaan, dan asas perlindungan. 

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan 

membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari Termasuk dalam 

perjanjian jual beli saham. 

Menurut Yahya Harahap saham  adalah modal yang diserahkan oleh investor berbentuk 

uang atau bentuk lainnya ke dalam Perseroan. Hal tersebut pada umumnya disebut dengan 

Investasi.Investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham memberikan keuntungan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen, keuntungan tersebut biasanya sebanding dengan 

besarnya uang yang diinvestasikan.( M. YahyaHarahap, 2016). 

Menurut Hakim Linton bahwa pengaturan jual beli saham berdasarkan KUHPerdata itu 

kembali kepada Legspesialis Derojat Leg Generalis yang mana dalam pengaturan kembali kepada 

undang–undang yang khusus terlebih dahulu yaitu  undang–undang yang mengatur tentang jual 

beli saham berdasarkan  Undang–Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

(wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, 2020). 

 
Keabsahan Jual Beli Saham 

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat 

hak dan kewajiban masing – masing pihak. 

Oleh karena perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian antara satu pendiri dengan 

pendiri yang lain, maka pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Bagian Kesatu yakni tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian 

Kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga 

yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341).(M Yahya Harahap, 2016). 

Akan tetapi pengeluaran saham tanpa nilai nominal dimungkinkan dalam pengaturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas saham yang boleh dikeluarkan 

hanyalah saham atas nama. Dengan kata lain saham atas tunjuk tidak boleh dikeluarkan oleh 

Perseroan, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1995 Tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan pengeluaran saham atas tunjuk 

dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. 

Pengaturan mengenai keabsahan jual beli saham telah dijelaskan dalam pasal 48 sampai 

dengan pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang 

mana jelas tertulis jika akan melakukan jual beli saham harus ada persetujuan dari organ-organ 

perusahan melalui RUPS setiap perusahaannya. (wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, 

2020). 

Demikian dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai pengalihan hak atas saham 

sebagaimana diatur dalam KUHD adalah cukup sederhana, hanya ada 1 pasal yang mengatur 
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mengenai pengalihan hak atas saham, yakni Pasal 42 KUHD, sedangkan pasal selanjutnya yakni 

Pasal 43 lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab para pesero asli dan para pesero baru 

dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham, yakni dalam hal harga atas saham yang dialihkan 

belum disetor, maka tanggung jawab atas penyetoran jumlah yang terutang kepada Perseroan 

tetap berada pada para pesero asli atau ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak, kecuali 

apabila para pengurus dan para komisaris menyatakan dengan tegas menyetujui untuk 

menerima baik penerima hak yang baru itu, maka para persero lama menjadi bebas dari 

tanggung jawabnya. 

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan 

’tertentu’ anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri 

dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku 

efektif sejak tanggal pendaftaran. 

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan  

Penyelesaian  sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa langkah, diantaranya ialah 

sebagai berikut :(Widya Yuridika,2018) 

a. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah. 
b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata 

atau pidana, Proses penyelesaian sengketa saham dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan 
non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan non litigasi 
merupakan proses penyelesaian diluar pengadilan. 

Dalam hal ini, jenis jenis proses penyelesaian melalui jalur non litigasi terbagi menjadi 
beberapa bagian, ialah sebagai berikut : 

1) Mediasi 
Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang 

mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu 

penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan 

merupakancara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan 

menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah 

disepakati bersama (Abdurrasyid dan Priyatna, 2002). 

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan 

mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari 

proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka 

dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang 

disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang 

ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak 

negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan 

meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi 

sebelum diadakan pemeriksaan (Revy S.M. Korah,2013). 

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. 

Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond 

University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda 

dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. 

Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: settlement mediation, facilitative mediation, 

transformative mediation, dan evaluative mediation. 
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Settlement mediationyangjuga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang 

tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah 

pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah 

yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. 

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-

based) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants 

dari posisi mereka dan menegosasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada 

hak-hak legal mereka secara kaku.  

Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasi teknik-teknik 

mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak 

terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan 

mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya 

negosiasi dan mengupayakan kesepakatan. Transformative mediation yang juga dikenal 

sebagaimediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari 

penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan 

untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai 

dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. 

Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional 

sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui 

pemberdayaan dan pengakuan. Sedangkan evaluative mediation yang juga dikenal sebagai 

mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan 

berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh 

pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-

bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa 

dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi 

kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan 

(David Spencer,2006). 

2) Konsiliasi 
Konsiliasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “conciliation” yang berarti “permufakatan” 

(Bambang Sutiyoso,2009). Sementara itu, dalam Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete 

Edition, konsiliasi diartikan sebagai: “Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 

bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara 

kekeluargaan” (M. Marwan dan Jimmy ,2006). 

Selanjutnya Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut. Konsiliasi adalah 

suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, 

dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara 

professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini 

memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan 

pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif 

cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa 

keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. 

Meskipun kosiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya 

secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak 

berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal 

ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses 

konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam 

bentuk kesepakatan di antara mereka (Gunawan Widjaja,2002). 
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3) Arbitrase 
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan 

putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga 

arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang 

bersifat permanent maupun sementara (ad-hoc). 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Para pihak dalam sebuah perjanjianjuga memilih arbitrase karena proses yang cepat, 

terjamin kerahasiaanya, ditangani oleh arbiter atau wasit yang ahli di bidangnya, sehingga 

sengketanya dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan (Erman Suparman,2004). 

Senada dengan alasan-alasan tersebut, Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa arbitrase 

banyak dipilih karena beberapa alasan yaitu: (Priyatna Abdurrasyid, 2011). 

a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan 
dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme 
di bidangnya masing-masing dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Ia 
seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya; 

b. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan 
publisitas yang tidak dikehendaki; 

c. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan 
mengikat para pihak bagi sengketanya. Lain lagi dengan putusan pengadilan yang terbuka 
bagi peninjauan yang memakan waktu lama;  

d. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya biasanya cepat, dengan biaya terukur 
serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan; 

e. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka 
untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai 
(amicable), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di 
kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa. 

Namun pada putusan nomor:13/PDT/2016/PT-Mdn proses penyelesaian sengketa yang 

dipilih yaitu melalui litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui 

badan peradilan. Menurut Linton Sirait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan 

cerminan dari doktrin trias politica dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan 

memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur 

litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah 

ditetapakan dalam hukum acara. 

Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat 

yang bersengketa. Barang siapa yag merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, maka yang 

bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadilan, menurut Pasal 118 

HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengadian memanggil 

kedua belah pihak untuk menghadap dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya 

atas dasar gugatan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2006). 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian 

sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa 

itu diselesaiakan oleh pengadilan.Penyelesaian melalui litigasi tidak hanya menyelesaikan 

sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang 

dalam undang-undang secara eksplisit maupun implicit (Garry Goodpaster,1995). 

Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat 

yang bersengketa. Barang siapa yag merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, maka yang 

bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadialn, menurut Pasal 118 
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HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengadian memanggil 

kedua belah pihak untuk menghadap dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya 

atas dasar gugatan tersebut. 

 

SIMPULAN 

Pengaturan jual beli saham diatur dalam  undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas dan KUHPerdata serta undang – undang lainnya, Hendaknya Jual beli saham 

harus diatur dalam undang–undang yang lebih khusus lagi supaya dalam menyelesaikan 

sengketa dapat dilakukan dengan  mudah sesuai undang- undang khusus tersebut. Keabsahan 

Jual Beli Saham ialah  sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 1457 

KUHPerdata tentang jual beli sedangkan  saham diatur dalam pasal 40,41,42, dan 43 KUHD. 

Apabila masih memakai undang–undang yang umum seperti undang-undang hukum perdata dan 

undang-undang hukum dagang maka penyelesaian jual beli saham tersebut sedikit kurang 

mudah dipahami oleh para pembacanya, karena jual beli saham sering terjadi dalam sebuah 

perusahaan jadi pengaturan jual beli saham harus diatur khusus dalam undang-undang nomor 

40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penyelesaian sengketa jual beli saham  perusahaan 

ialah diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni secara musyawarah dan penyelesaian melalui jalur 

peradilan, dalam penyelesaian sengketa jual beli saham seharusnya dilakukan secara mediasi 

terlebih dahulu antara pemegang–pemegang saham, dalam RUPS perusahaan yang bersangkutan 

dalam sengketa tersebut. 
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